5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pembangunan ekonomi seringkali menyebabkan kerusakan sumber daya
alam dan lingkungan, serta menimbulkan kesenjangan distribusi pendapatan. Konsep
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dianggap menjadi jawaban
atas pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
sekaligus meningkatkan distribusi pendapatan. Namun demikian, sampai saat ini

belum ada satu indikator pembangunan berkelanjutan yang disepakati bersama.

Penelitian ini mencoba menghitung Indeks Pembangunan Berkelanjutan
(IPB) yang didapat dari perhitungan indeks komposit komponen pembentuk
pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi
lingkungan hidup, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (dimensi ekonomi), Indeks
Pemerataan (dimensi sosial) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dimensi
lingkungan hidup). IPB dihitung dari data tingkat provinsi di Indonesia tahun 2009
sampai 2014, untuk dua skenario dengan bobot yang berbeda. Skenario pertama
memberi bobot lebih besar pada dimensi ekonomi dan sosial, sedangkan skenario
kedua memberi bobot yang seimbang pada masing-masing aspek pembangunan

berkelanjutan.

Hasil perhitungan IPB menunjukkan bahwa di 31 provinsi di Indonesia,
angka IPB skenario-1 lebih kecil dibanding angka IPB skenario-2, kecuali di DKI
Jakarta dan DI Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa di sebagian besar
provinsi di Indonesia masih menekankan pembangunan ekonomi dan sosial dan
mengesampingkan perbaikan kualitas lingkungan, kecuali kedua provinsi tersebut di
atas. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa angka IPB terbesar dicapai oleh
Kalimantan Timur dan angka IPB terkecil dimiliki oleh Jawa Barat. Beberapa faktor
diduga sebagai penyebab tingginya angka IPB di Kalimantan Timur, antara lain:
pencapaian IKLH berada pada kategori cukup (66<IKLH<74), pencapaian IPM
berada pada status tinggi (IPM>70) dan pencapaian Indeks Pemerataan diatas rata-
rata (Indeks Pemerataan>75,39) Di sisi lain, Jawa Barat yang menempati urutan
terakhir dalam pencapaian IPB, diduga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman, terdapat bencana banjir, dan
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polusi udara yang tinggi dapat terlihat melalui pencapaian IKLH berada pada
kategori waspada (IKLH<50). Selain pencapaian IKLH, IPM yang dicapai pun tidak
tinggi hanya 68,80. IPM yang rendah diduga karena pencapaian Indeks kesehatan
yang masih rendah di Jawa Barat. Pencapain Indeks Pemerataan juga masih dibawah
rata-rata, hal ini disebabkan oleh tingginya kesenjangan pendapatan yang ada di Jawa

Barat.

5.2. Rekomendasi Kebijakan dan Penelitian Selanjutnya

Kecenderungan angka IPB skenario-2 yang lebih tinggi dibanding angka IPB
skenario-1 menunjukkan bahwa kelestarian lingkungan masih belum merupakan
prioritas dalam pembangunan di Indonesia. Hal tersebut juga menandakan bahwa
kelestarian lingkungan belum dianggap sebagai faktor penting dalam mencapai
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, padahal kerusakan sumber daya alam
dan lingkungan akan menyebabkan terganggunya pembangunan ekonomi. Oleh
karena itu, kebijakan pembangunan yang hanya menitikberatkan pembangunan
ekonomi dan sosial perlu diubah menjadi pembangunan yang juga memperhitungkan

kelestarian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan perlu terus dipromosikan antara lain dengan
cara memperkenalkan indikator yang lebih menyeluruh (komprehensif). Salah satu
kelemahan penelitian ini adalah penggunaan IKLH yang hanya mencakup tiga unsur
kualitas lingkungan, yaitu: indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks
tutupan hutan. Kualitas lingkungan yang lain perlu pula diperhitungkan, misalnya:
keanekaragaman hayati, dan kualitas sumber daya kelautan. Perhitungan Indeks
Pembangunan Berkelanjutan yang lebih menyeluruh tentu akan lebih mencerminkan

kondisi yang terjadi.
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